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Kami berharap melalui kegiata,

kontribusi bagi perkembangan ilmu
masyarakat.

KATA PENGAI,'ITA R

seminar ini, Politelarik Negeri Lampung dapat memberikan
pengetahuan dan penyebarluasan hasil penelitian kepada

Politenik Negeri Lampung sebagai satu di anta$ bebe.apa perguruan tinggi di provinsi Larnpuog
membawa aftanah mela_ksanakan pendidikan vokasi. pendidikan vokasi meoitrk bera&an kegiatan
penelitian pada tel(nologi terapan bukan hanya sekedar pada pengembangan keilmuan.

Berkairan dengan iru, penelirian yang dikerjakan dosen di polireknik Negen Lampung adalali
penelitiar yang bersifat terapan dan dapat diaplikasikar langsung kepada masyamkat dalam bentuk
teknologi tepat guna.

Semjnar Nasional pengembangan Teknologi pertanian merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan oleh Unit penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (uppM) politekrik Negeri
Lampung dan pada Tahun ke{ima. Seminar ini adalah ajang silaurahmi para peneliri untuk berdiskusi
dan bertukar pikiran daram pengembangan pertaniaq agar hasil-hasil peneritian dapat didiseminasikan
dan disebarluaskan ke masyarakat_

Panitia
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Depolitisasi Birokrasi dan Kebijakan Pengembangan pertanian
Agropolitan Jagung dalam Meningkatkan Ekonomi petani di
Provinsi Gorontalo

Politicizatioh Bareaucraqt and Agricultural policy in hnproving
Economy Agropolitan Corn Farmers in Gorontalo

Moonti Usman*r) dan Wantu Sastro2)
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ABSTRACT

This ,research ains at .liscoveing the policy of con-based Agtopolitan in agricuttural
development fot economic growth suttainability of the region. It is importafi b ;nderstand
the role of the goyernment in fohting anil implemehting the agricuburul developne t poticy
for the corn agropolitan, that has been etperiencing production dectine, to elle;d|ely
function in the market and prottable for the farmers mis is a q atjtathe rcsearih using
instrumenls thal arc based on relewnt facts and concepts to itvestigate the abititf of botlt
the h mah resource and the technologl and science to develop an economic ptogtam,
especia y in the com agicultural sectol. n is expecrcd tuat lnis research Uiaslo 

"nimprovemenr tou)ard the develophent acceleration in com agricultural seclor.

KeJwords : Depoliticization, bureaucract, agicultural, c:om.

Direrima : I I Agusfirs 2016, diserujui : 25 Agus$s 2016

PENDAIIULUAN
Pemerintah provinsi Corontalo alalam melaksanakan pembangjnan di bidang pertanian berupaya

untuk me ngkatkaD kesejahteraall para petani dengan cara meDgembangkan sumberdaya petani dcmi
mengurangi rnasalah kerniskinan. Meskiput pemerintah daeralmya saat ini memprioritas kebijakan
pembangunan dalam tiga bidang yaitu sekol ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Narnun sekor
!€mbangrnan pertaniaD masih tetap dilaksanakan, karena sekior ini paling bat ,ak m€nampung tenaga kerja
yang pada umunmya di daerah pedesaan.

Kebijakan pada sekor ini sesungguhnya sangat baik, namtm demikian masih banyak perftasalahan
ierutama kebijakan tcrsebut belum mampu meningkatkan kesejahteran masyamkat mjsalnya angka
kemiskinan tahun 2016 masih berkisar l8,l%. Persoalan lainnya adalah kebijakan agopolitan meskipun
pada awalnya dihrjulan untuk meningkatkan p€ndapaian petani untuk meraih kesejateraan, namun tidak bisa
dihindari kebijakanaya masih bersifat politis. Dengan alasan kebiiakan tersebut lebih berodmrasi paala
nuansa politik anggamn yang b€gitu besar yaitu dengan mendatangkft modal pembiayaan dari peme.intah
pusat yang kurang lebih ratusatr millrr. Namon demikian kebijakan politik anggaran yang dit€mpuh oleh
pemerintah provinsi itu tidak disertai dengan manajernon pengelolaanrya yalg fuilai kurang tepat, sehingga
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(lsntdtt, M da sdstto, W : Depolitisasi Birokrasi ddn Kebijdktn Pengenba sa Petut ia Agtopolilai Jaguns'

p€ftanian jagung ali Gorcntalo. Energi dan gaya kepemimpinan yang mengandalkan simpati masyarakat

terutsma di ped€saan sangat dibutuhlGn dalam memuluskan dan mensukseskan programkebijakan lersebut'

sehingga dengan kesunggulan alalam menangaDi dan mengamankan kebijaLan Fogram jagung

memunculkan gaya kepemimpinan ]lang kelihatarmya cenderung benindak fasjlitator, stimulator dan

promotor alan seritg pula eksekulor lewat satuan keia bitokasi daerah yang dimotori langsung oleh Dinas

PerLaniar dan Pangan proviffi Gorontalo.

Orientasi kebijakan tersebut lebill bemuansa pada dominasi aktor-aktor birokasi yang menjadi

bawahannya untuk mengembangkan keativitas masyarakat petani yang masih sebagtan besar cenderung

lambatrunn*menyambutkebijakarnya,karenaoyakebijakanseringkalikelihatanlebihdiwarnaioleh
mobilisasi besar-besamn dimana pemerintah daerahnya keliahatan sebagai tbcal gowmment drive ydng

seharusnya bertindak untuk merangsang people drhen. Kondisi yang demikian masih dimaklumi

mengingat kebijakan yang alibangm melalur program agropolitan j agung tidak diirilgi oleh kesadaran petani

bahwa kebjjakannya bertujuan urnrk membebaskan kondisi masyamkat pedesaar yang sebaglan bosar

berlata$elakang petani darirantai kemiskinan

Pengembangan kebijakan pemban$man pertanian pada seldor alropolitan -iafung be4luna untuk

mengurangi tingkat kemiskinan yang sudah lama menjadi bagian dari kondisi rrlas]amkat yang sejak tahun

2000 menjadi provinsi baru. Kurang lebih enam belas iahun ber&d proporsi jumlah penduduk miskin

berdasarkan data tahun 2003 masift 18,01 pelsen dari penduduk yang krrang tdoih ls] 990 jiwa oleh

karena itu, pemerintah Provinsi Gorontalo sangat bertanggungiawab tefiadap kebija'l(an uDruk penurunan

pmporsi angka penduduk miskin yang sebagian besar para petani dan nelayan berdomisili pada wilayah

pedesaan. Usaha untuk meDgurangi populasi penduduk miskin, maka tentu perlu adanya upaya kebijakan

pemeriniah daerah untuk mendorong kembali sebuah program untuk member'layalan pembangunan

peftanian alalam rdngka tidak hanya mengurangi kerniskinan mmnn pula metingkatkan kesqiahieraan

rnasyamkat.

Pengurangan angka kemiskinan di daeruh Gorontalo yang sudah sempat menembus rangking empat

nasional sebagai dnerah temdskin di Indonesia (data Metro TV tahun 20lO) lerEedui maka salai satu solusi

kebiiakan program agopolitan jagung sangat penting untuk dilanjutkan atau diberdayakan kembali oleh

pemerintah daerah baik di lingkat provinsi maupun kabupalen kota Hal ini cuL:up bemlasan dengan

pertimbangan balwa memperccpat pembangunn pertanian pada sektor agropolita[ jagung sebagai salah

satu program )ang sangat didukung dan dikawal oleh pemerintah pusat dapat memberikan nanfaat b€sar

bagi masyaratr?t Gorcntalo yang sealang melepaskan diinya dari kemiskinan dan selarjuttrya mengimpikan

kesejahleraan hidupnya lebih baik sebagai berikul:

(l). Program agopolitan jagung masih tergolong sebagai penyedia lapaagan pekerjaan di daeral

pedesaan yang dapat mengatasi masalah pergangguran dan migrasi ?erdudok droi desa ke kota;

(2). Program agropolitan jagung untuk masyarakat Gorontalo sangat cocok tmtuk mmjadi sumber

pendapatan bagi masyarakat desa, sehingga dengaB program ini pembangwan desa dapat beialar

dengan baik s€iring dengan perbaikan perekonomian desa yang secara langsung 
'lapat 

memb€rikan

nilai tambah bagi masyarakat untuk m€nambah pendapatan dan mengurangi k€miskinan di desa;

(3). Ptogram agropolitan jagung sebagai lanaman untuk kebutuhan pokok yang sudah lama dilaksanakan

oleh masyarakat p€desaan s€bagai pilar yang mampu menyediakan swasembada pangan dalan

rangka ketahanan pangan nasional maupun daemh;

(4). Program agropolitan jagmg sebagai bagian )?ng pentirg dalam p€mbargtfitm Ferlaniar di da€ral

sebagai bahan pokok yang memiliki harga yang tidak tcrlalu jauh dengan bahan pokok b€ras' yang

tentunya dapat berpengarui teftadap laju inflasi dan perdagargan yang sesungguhnya sebagai

peiargga t€rhadap stabilitas perkonomian nasional maupun daeBhi

Pt otidinE Semihar N8ional Pengenbangw Tetuokg Pertanian lPotineh 2016 353
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dihadapi raryat. (2). Inovasi pengembangan sumb€rdaya malusia yang berori€ntasi wirausaha' mandiri datr

religiu; melalui pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan-keman'firian individu dan

pen;naInarl semangat kedasama kelompok, pencenhan keagamaan dan bu'laya yang membangkitkan etos

kerja wirausaha semangat kedasama dan toleransi, pembangunan kesehatan ullhrk meningkatkan kualitas

kesehatan rnasyarakat (Wanhr, 201 1).

Implemeniasi kebijakarnya dibangun melalui program agropolitan jagung, dapat dipastikan sargat

terkait d€ngan mimpi sebuah alaerah yang memprakeklQn pemerintah daerah vangberorientasi pada nilai-

nilai adminilrasi publik yang menga.al pada nilai-nl7ai rei l)enting goven eld dan kemudian berkembang

menjaili new public manaiement. Proses asimilasi kebij&kdl yarg bemuansa pembanguoan hampamn

pertanian disektor jaguEg tlengan memprakekkan nilai-nilai birokasi modem yang sudah iama diadopsi

oleh negnra anglo scJ..on seperti dikatakan di atas, menjaaiikan agopolitan sebagai progra besar yang yfig

sesugguhnya sebagai tanaman yang sudah lama digeluti oleh masyaxakat &mi di Gorontalo secara turun

temurun namun dikelola secara modem. Meskipun nilai pembangunan pertanian ini dipandang sebelah mata

oleh segelintir orang terutana dari para elit, namun resonansi di tingkat pusal sangat menggema luar biasa

baik seiara nasional bahkan di benua Afiika seperti dr negara Zambia, sehingtta ;$bern111 Fadel dianggap

sebagai pemimpin dae{ah yang pertama kali mencetuskan agropolitan jagung Namun, nuansa politik sangat

tental dan menlaaitan prografl komoditi ini memitiki nilai politik yang sangat tinggi Ekskalasi

pertarungan poliiik lang memainkan kobijakatr agropolit'n jagung itu send i ssbetrarrrva pada satu sisi

aiIn"iotuo ot"t ut o. utama Fadel dengan kel:uatan birokasi yalg dipimpinya yaog membangun pencittaan

politit dan mendatangkan politik anggaran di tingkat pusat 
'lan 

pula membangun kekuatan politik di daerah

yang sempat menolak kepemimpinannya pada pemilihatr dirinya sebagai gubemur Pertama Sementara pada

sisi lain p"rmalon politik jagung diperan pula oleh aktor-aktor politjk yang sebagian besai sangat

kontadik;f dan kriris rcrhadap kebijakan g$bemur Fadel yang secara langsung dimainkan oleh para bupati

dan walikota dimasa kepemimpinannya sejak tahu12001 hidgga 2009'

Perlawanan terhaalap kebijakannya sangal terasa dimainkan oteh pejabt politik dan mereka berusaha

memilggirkan dan secala torang_terangan alengan menolak kebijakannya anlara lain yang be*ubugdn

aengan agopolital.;agung. Pasca kepemimpinan gubemur Fadel yang scsungguhnya bemkhir sampai iahun

201i, narnun tidak sampai mmyelesaikan masa tugasnya sebagai gubernur, karena lantik sebagai Menteri

Kclautan dan Perikana pada kabinet presiden Susilo Bambang Yuilhoyono periode kedtra rahun 2009-2014'

walaupun Faalel sendiri ierkma rcshrtfrte kabnrct seb€lum masa lugasnya pada kabinet tersebul Sejak

beraklimla kepemirnpinan gubemw Failel tihun 2009, dapat terlihat kebijakannya mengalami masa declme

ftemunduran) daltntt 
^rti 

design program agopolitar jugung yang menjadi andalan pemerintah dan

masyaGkat di propinsi Gorontalo alapat dikatakatr terpinggirkan sebagai sebuah kebijatan utama' kalauptm

ada hanya t€rbatas sebagai program ydng ada di setiap Dinas Pertaniatr dai pimBan prtrinsi rnaupu

kabupater/kota deryan kehilangan resonansi di tingkat nasional

Namun demikian ketika peralihan kepemimpinan nasional b€ryanti dari presiden Susilo Bambang

Yudhoyono-Budiono kepada presiden Jokovd-Yusuf Kalla kebijakan poliiik pertanian mulai digalakkan

kembali dcngan m€mpercepat akselarasi pembangunanan perianian yang mampu dia.nggap scbagai pilaf

maupnn foniusi Ll]at untuk menjaga stabilitas ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah Perubahan

kebijakan yang kembali menempatkan ltrimaalona pertanian dinilai di tingkat lokal sebagai sebuah kebijakan

y*g t"put, rn*gingut 
"ektor 

pertanian jagung di Gorontalo memiliki prospek yang bailq karena tidak hanya

-o.rrpo -"oy"Oiutun tu-tong ketaharan pangatr unlrrk menenuhi kebututan alternatrfterhadap kebutuhan

pokok selain beras di tingkat masyarakat pealesaan yang saat ini mengalami ketiadalTastian terhadap

ieter:ediaan maupun ha.ga yang fluktuatif dan berdampak pada ekonomi masyarakat yang masih baayak

hidup pada garis kemiskimn.

Oleh karena itu tanaman iagmg yang $ralah lama menjadi bagian dari sumber kehidupar pala petani
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produksi tertinggi selarM iima tahun terakhir. Pedngkatan Foduksi ini membe'i nilai tambah ekooomi Rp'

;,3 ffiliun. Data di lapangan pada bulan Agustus 2015 menunjukkan luas panen 3,04'5 nbu la dan produ*si

1,5 juta ton. Sementara bulan SePt€mber luas paren 233,5 ribu ha dan produksi l'59 juta ton Dengan data

ini iapat dikatan bahwa setiap bulan terdapat panen dan prcduksi jagung bulanan di atas l'0 juta ton'

Kecenderungan scperti ini menunjukkan kebutuhan akan adanya produksi dan stok jagung lokal cukuP

M€ngamankan kenaikan Fodutsi jagung yang sangai menjanjikan sebagai salah satu alternatifpangatr

non beras, yang tentu alapat mengamantan ekoromi nasional dirnana seiak talNn 2015 telah nampu

menghemat devisa dari jagung sebesar US$ 585 juta atau setara Rp ?,6 triliun (ARAMI BPS' 2015) Untuk

lebih mersangsadg kebijakan ini, maka pemedntah pusat sangat berkepentingan mengamankan pangan

nasional yang sualah mulai memp€rlihat kecenderongan mulai membaik' mafta saiafi sarunya adaiah upaya

mengantisipasi kondisi €konomi nasional yang berdampak pada masyarakat, maka pefiimbangan utama

p".J.int^hp*ut *"ngitrtrusikan kebijakan tentang perlunla membangun sekor p€rtadan m€lalui kebiiakan

palAl-f Croai, juelrog aan kedelei) yang dikawal latrgsuog aparat negara baik kepolisian, TNI' Kejaksaan'

Camat, Kepala Desa dan instansi terkait lainnya di pemerintahan daerah) Sehingga pengawalan ini

aLiperuntukan untuk memenuhi kebuluhan pangan yang memerlukan kebljakan untuk mengawal ketahanan

pangan alalam mencapai k€daulatan pangan msional maupun daerah'

Keaiaulalan pangan itu sendiri bagi kepentikan masyarakar Corontalo memiliki nili urgensi yang tinggi

dalam rangka untuk meiindungi k€butuhar alasar masayarakat daeBh s6agaimana diarnanatkan dalam

Undang-Undang No.l8 tahun 2012 )'ang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia

y*g putiog utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yarlg dijamin dalarn

una*g-uod-g Dasar 1945 sebagai komponen dasar mtuk me[ujudkan sumberdaya manusia yang

ber(-ualitas. Pangan adalah segala sesuatu yang bemsal dari sumber hayati produk pertanian' perkebunan'

perilGnar, peteruakan, peraiaran dan air baik yang diolah riaupun yang tidak diolah yang diperuntukan

sebagai matanan atau minunan bagi konsumsi manusia Akses ke pangan adalah hak asasi manusia'

sehingga negara wajib menjamin ketersealian, kelerjanElauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup'

aman bernutu, bergizi seimbang, baik pada tingkal nasional mauptrn daetai imgga percrangan secara

m€rata diseluruh wilayah negam sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumbcrdaya, kelembagaan dan

budaya lokai (LPIKP, 2014).

Kebijakan untuk membangw ketahana[ pangan di provinsi Gorontalo tentu sangat tergantung pada

sejauhm.ala kebijakan pemeriDtah daerah memperbanyak terhadap ekspolitasi terhadap lahan perianian yang

masrh belum digunakan semaksimal mungkin u1tuk kepentingan pengembangan alropolitan jaguDg'

Langkah ini dapat dikmpuh m€lalui sebuah kebiiakan beffama antam p€me ntah pmvinsi dengan semua

kabupaten yang ada dithghngan pem€rintahan Provinsi Gorontalo dongao usaia melakukan pembukaan

dan pengembangan sentra atau kawasan tanaman jagung secara bersama-sama dengan memotivasi kinerja

lnu"yu.uLot tuoi untuk giat membuka lahan dan menanam jagung. Dengan demikian agropolitan jagung

sebagai program agrobisnis yang mampu yang mampu menjadi sebuah progam ketahanar patrgan juga

sebagai langkah untuk fteningkatkan kesejahteraan masyankat Gorontalo'

KESIMPIJLAN
Kegiatan program agropolitan sebagai buffer area (ka*asat peryargga) suatu ketahanan pangan di

tingkat lokal sepatutnya aala keharmonisM terhadap pelaksanaan program ini axtam lain : Membangun

pemerintahan da€mh yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pertaman a ara lain pada sektor

appopolitan jagung ; Keharmonisan dalam p€laksanaan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah dibentuk di

daerah seharusnya rlipatuhi dan dijalankan oteh semua pihak terutaina koordinasi antara pemedntah provinsi

alan kabupaten&ota alengaD melibatkan semna stdkeholder; Keharmonisan bersama pejabat politik untuk

mengi-ptemer,t si kebijakan berdasarkan atrlran main yang dituangkan dalam peratulan daerah dan
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